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ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan suatu dasar kesepakatan antara Perusahaan dan
karyawan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Yang menjadi ketertarikan
penulis mengangkat judul ini dilatar belakangi oleh rasa ingin tau penulis bagaimana
penerapan perjanjian_kerja sudah terpenuhikah haks=hak dari pekerja serta sudah
sesuaikah perlindungan yang.diberikan kepada keryawan, dengan undang-undang
yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah pokok yaitu:
Pertama, Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahunr2003 Jentang Ketenagakerjaan pada PT. Surya
Agrolika Reksa. Kedua,.Bagarmana perlindungan‘/iukum dan pelaksanaan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu pada PT. Surya Agrolika Reksa.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode Observational
research dengan cara survey. Yakni penulis langsung meneliti kelokas dan
memberikan quisioner juga mewawancarai pihak yang berwenang secara langsung.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penulis akan menggambarkan secara
langsung hagian-bagian yang menjadi pokok masalah secara rinci Tentang
pelaksanaan perjanjian kerja serta perlindungan karyawan ditinjau dari Undang-
Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pada PT. Surya Agrolika
Reksa.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa masih ada hak-hak
pekerja yang belum terpenuhi secara baik. Serta perlindungan-hukum yang diberikan
masih belum sestual dengan‘tdang-undang,pada perlindungan keselamatan dan
kesehatan PT. Surya Agrolika Reksa masih lala dalam pelaksanaannya seperti
kurangnya alat pengaman atau safety yng diberikan kepada pekerja, sering
kososngnya obat P3K, tidak terdapatnya tenaga medis atau klinik kesehatan yg dekat
dengan wilayah pabrik, dan masih banyak pekerja yang belum paham atau mengerti
tentang undang-undang ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Perjanjian kerja, perlindungan hukum Keselamatan dan
kesehatan kerja.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belaks

&s 2kerjaan dan penghidupan yang
<o

DE
“-Ev
seperti halnya yang dituangkan dalam TAP MPR No.XVII/MPR//1998 tentang
Hak Asas Manusia, sehingga pemerintah selaku sebaga pelaksana utama
konstitusi berkewagjiban untuk melaksanakan amanat ini dengan semaksimal

mungkin.



Dalam aspek ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini melahirkan tonggak
paling utama dalam menegakkan demokrasi pada dunia kerja. Penegakkan
demokrasi didunia kerja bertujuan agar bisa mendorong kerjasama dengan baik
bagi seluruh.pekerja dilndonesia untuk-membangun.Negara Indonesia yang
dicite-citakan. Sebagai bentuk redlisasi dari pasal tersebut, maka pemerintah
membentuk suatu  Unpdang-Undang/ Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
K etenagakerjaan. Namun pada dasarnya, hukum Ketenagakerjaan bersumber dari
Hukum Internasional (Treaty). Treaty sendiri terbagi dua, yaitu Law Making

Treaty, dan Treaty Contract. (Shalihah, 2017, p. 149)

Hukum Ketengakerjaan pada awanya disebut sebagai hukum
perburuhan. (Asri, 2014) Penggunaan kata tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada
dasarnya harus dapat dibedakan. Berdasarkan ketetapan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 13 ‘Tahun 2003 Fentang Ketenagakerjaan, memberikan
pengertian bahwa “ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan
tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Menurut Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, “tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
“pekerjalburuh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.”



Berbicara mengenai Ketenagakerjaan, para pihak didalamnya baik itu
pekerja atau pemberi kerja (pengusaha/lmajikan) melakukan hubungan suatu
kerja. Ketentuan mengena hubungan terletak didalam BAB 1X Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan pasal 1
angka 15 pengertian dari hubungan kerja ialah “hubungan antara buruh dan
majikan setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak.” Sedangkan
menurut pola hubungan hukum, hubungan kerja hubungan merupakan antara
pemberi kerja dan pekerja dan menimbulkan suatu hak serta kewajiban pada para
pihak yang mengikatkan diri, yang bisa didefenisikan dalam hukum normatif.

(Mulyani & dkk, 2006, p. 59)

Perjanjian merupakan bagian dari salah satu bidang Hukum Perdata yang
berlaku di- Indonesia. Perjanjian merupakan suatu bagian yang sangat penting
dalam Hukum Perdata, sebab.didal amnyatbanyak tercantum mengenai peraturan-
peraturan hukum yang berdasarkan atas perjanjian seseorang. Perjanjian kini
cakupannya jadi lebih luas, karena juga meliputi Hukum Adat dan perjanjian
yang bersumber pada persetujuan (Overeenkomsten) dari pasal 1354 BW.

(Prodjodikoro, 1986, p. 7)

Didalam suatu perjanjian kerja termuat syarat-syarat kerja, hak serta
kewajiban dari pengusaha dengan pekerja yang didalamnya ada kinerja yang
harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mampu menimbulkan

keharmonisan dan dhisharmonisan dalam hubungan kerja. (Khairani, 2011) Oleh
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karena itu, perjanjian kerja masih sangat dibutuhkan untuk menjadi pendamping

dari peraturan perundang-undangan yang masih digunakan, sebab secara umum

peraturan perundang-undangan ketengakerjaan belum sepenuhnya mengatur

Pada Pasal 01 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga
menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja.” hak dan
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kewajiban para pihak. (Lalu, 2000) Sedangkan syarat sahnya perjanjian kerja di

jelaskan pada pasal 52 ayat (1) yaitu:

N
AN
@

2
o
g
c
3
c

3

' 15 ) B )

etahui hak serta
memberikan suatu

hak sertakewajit Yi pe (Djumadi, 2008)

5. Kewajiban membayar upah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan
kekuatan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi

kerja.
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Setiap pekerja harus mendapakan perlindungan atau keselamatannya saat

akan melakukan suatu pekerjaan serta meningkatkan produktivitas nasional.

Selain itu setiap seseorang (bukan pekerja) yang sedang di tempat kerja sekalipun

kabupaten kuantan singingi kecamatan singingi hilir. Adapun desa sekitar yang
masuk pada wilayah perusahaan di antaranya Desa Beringin Jaya, Desa Bukit
Raya, Desa Muara Bahan, Desa Suka Maju. PT tersebut bergerak di bidang usaha

mengelola hasil pertanian yaitu mengelola buah sawit menjadi CPO (Crude Palm
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Qil) serta budi daya perkebunan kelapa sawit dan juga menampung penjualan

hasil perkebunan masyarakat.

5 | Satpam PT. Surya Agrolika Reksa

7 Orang

Jumlah

107 Orang

Data Jumlah Karyawan PT. Surya Agrolika Reksa
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Hasil survey lapangan dari beberapa pekerja, terdapat hal yang belum
mencerminkan terlaksananya perjanjian kerja telah terjadi di antara pihak yang
bersangkutan diantaranya yaitu mengenai perlindungan serta keselamatan kerja
dan juga up mhb an , : \ keti pahaman kaum
erja merupakan

iti membacais

N perjanjian kerja

waktu t

Data Karyaw: 3 ‘ : ng at Perjanjian Kerja

No

Jenis pekerjaan

PKWTT

2 PKWTT

Jumlah 93 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Daam perjanjian kerja waktu tidak tertentu pada PT. Surya Agrolika

Reksa telah di lakukan secara tertulis. Namun belum di ketahui apakah didalam



perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersebut memuat hak-hak serta kewajiban

majikan dan pekerja secara seimbang sesua dengan ketetapan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

erja Waktu

~

& 2003 Tentang
= .

E . Surya Agrolik
g L.

:_ S ilir, Kabupaten
o Z

= =

= g

= B.

B o

< = i .

& E kan maka, penulis
5 =

- >

= _;' dak tertentu menurut
p—

E ; 0 Ketenagakerjaan pada
E - esa Beringin Jaya, Kecamatan
H-

=

2. Bagamana Perlindungan Hukum Daam Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu Pada Perusahaan PT. Surya Agrolika Reksa di Desa

Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian/observasi diawali dengan rasa ingin tau yang sangat

mendalam terhadap.suatu gejala yang sedang terjadi. Sehingga berawal dari rasa

Dengan dilakukannya penelitian ini tentunya memberikan pengetahuan
baru bagi penulis serta mengetahui bagaimana pelaksanaan yang sesungguhnya
di lapangan sudah sesuaikah dengan peraturan yang ada, sehingga penulis

berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

10



1. Penulis sendiri untuk mengetahui lebih mendalam pengetahuan tentang
ggjaa yang ada di dalam penelitian penulis. Selain itu juga, penelitian ini

dapat di jadikan sebagai proses pembelgjaran untuk lebih mendalami materi-

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Pengertian mengenal perjanjian bisa dilihat dalam buku I11 Bab 1l
Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan hukum dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih”. Ketetapan pasal tersebut menurut Abdul

11
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Kadir Muhammad sebetulnya memiliki banyak kelemahan, yang akan

dijabarkan berikut ini :

mengenai pokok-pokok perjanjian yang di buatnya itu. Inti dari perjanjian

ialah objek serta syarat sahnya perjanjian, perjanjian harus disepakati oleh
para pihak. Dengan begitu kesepakatan tersebut sudah bersifat tetap,

tidak lagi ada perundingan.

12
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2. Cakap dalam melakukan sebuah perikatan.

Syarat dari kecakapan ini, mesti dituangkan secara jelas oleh pihak yang

330 KUHPerdata memberikan

“45?.\1; i ‘ ““’m‘h ?* . belum cakap untuk

akan membuat suatu perikatan. Pasal

wabt AR Ay

=N
_—

itu hak maupun kewgjiban para pihak akan ada menimbul suatu
perselisihan (Subekti, 2007). Suatu hal tertentu yang menjadi pokok dari
perjanjian yang berisi prestasi tersebut harus mengandung satu hal atau

sekurangnya harus sudah ditetapkan.

13



5. Suatu sebab yang hala

Kata “sebab” merupakan terjemahan dari bahasa latin “causa”. “sebab”

iy disay yejepe il udwnyo(]
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adalah pada saat tercapainya kesepakatan dan saat itulah adanya hak dan

kewajiban para pihak.

14
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b. Asas Pacta Sunt Servanda (asas kepastian hukum)

Asas yang berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Hal tersebut dapat di

simpulkan _pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

terhadap pihak-
perjanjian, membuat
is  perjanjian,

ntuk dari perjanjian

Q g > ikatkan dirinya untuk
‘ “‘L jamengi

di bawah perintah/beke lainnya sebagai majikan dengan
mendapatkan upah selama waktu tertentu”. Selain pejelasan normatif tersebut
diatas, para ahli hukum perburuhan di Indonesia juga membuat pengertian

perjanjian kerja.

15
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Sedangkan Imam Soepomo, mengatakan kalau (Imam, 1968):
perjanjian kerja merupakan sebuah perjanjian yang mana pihak kesatu

(pekerja) mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah pada

ey

ja merupakan

dengan pihak

S

dengan mendapat

ANy

Q)

dari pasal 1601

S

engenai penjelasan
kerja itu sifatnya
perburuhan itu sifatnya
ang penuh terhadap

Niwoho, 1991)

.Q ‘ : lan perburuhan (perjanjian
kerja bersama) menu . ,,'!'Ih al 01 Angka (21) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Perjanjian perburuhan (perjanjian kerja bersama) adalah perjanjian
yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa

serikat pekerja/lburuh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di

16



bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban

kedua belah pihak.

iy disay yejepe il udwnyo(]
8
o
x
%
3
o
z
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Isi dari perjanjian kerja harus memuat tentang hak serta kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan. Jika isi dari perjanjian perburuhan hanya

mengenal hak serta kewajiban mengenai syarat kerjasga.

17
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Selanjutnya jika di lihat dari objeknya, perjanjian kerja itu hampir

sama dengan perjanjian Pemborongan, yakni sama-sama menyebutkan kalau

pihak yang satu menyetujui untuk melakukan pekerjaan kepada pihak lain

Pekerja yang akan melakukan suatu pekerjaan atas dasar
perjanjian kerja tersebut pada hakikatnya haruslah melaksanakannya
pekerjaan itu sendiri, sebab sudah diatur dalam perjanjian yang yang

telah dibuat. Bahkan ketentuan yang tedapat pada pasal 93 ayat (1)

18
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
dijelaskan jika upah tidak di bayar bila pekerja tidak melakukan

pekerjaan. Ketetapan tersebut ialah bila seseorang tidak melakukan

atau digantikan
eritahukan terlebih
pengusha. Ketetapan
a KUHPerdata Jo.

K etenagakerjaan

dilakukan sendiri oleh si berutang.”

19



b. Unsur Service atau pelayanan

Setigp orang yang akan melaksankan pekerjaan sebagai bentuk

rtentu yang tidak

c. Uns

iy disay yejepe il udwnyo(]
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pekerjanya sesuai dengan kemauannya. Jika hal tersebut dilakukan,
maka berarti hak pribadi manusia akan hilang, dengan begitu maka

timbulah yang di namakan perbudakan dan bukan lagi perjanjian kerja.

20



Daam melaksanakan pekerjaan tersebut maka harus singkron

dengan isi perjanjian kerja, harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang

telah ditentukan pada perjanjian kerja.

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog
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n 2003 Tentang
sebuah perjanjian

perintah. Seperti

+ AT

S8

pemberi kerja dan karyawaan haruslah seimbang. Dalam suatu
hubungan kerja upah merupakan salah satu unsur penting yang

menandai terjadinya suatu hubungan kerja.

21
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c. Perintah, dalam hubungan kerja haruslah ada perintah artinya

pihak pemberi kerja berhak untuk memberi perintah sehinnga

menjadi tanggung jawab bagi pekerja.”

penulis perlu

penelitian ini,

S, cara, perbuatan

di pelgjari secara

kerja. (Wikipedia, 2 Q

, R \\"'
Perjanjian kerja wa entu merupakan suatu perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha untuk melakukan suatu hubungan kerja yang

bersifat tetap tetap, Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini di atur dalam

peraturan perusahaan. (Zainal Asikin & dkk, 2010)

22



PT. Surya Agrolika Reksa adalah perusahaan yang berbentuk perseroan

terbatas yang berkedudukan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir,

Kabupaten Kuantan Singingi.

agakerjaan adalah

tu tidak tertentu

am mempermudah

kok yang telah di

iy disay yejepe il udwnyo(]
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guestioner dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Apabila ditnjau
dari siftanya, penelitian ini bersifat deskriptif. (Soerjono, 2014).
Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang di teliti yang

berkaitan dengan upaya pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu

23
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menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 pada perusahaan PT. Surya

Agrolika Reksa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi.

a Reksa yang
ilir Kabupaten
penlitian di PT.
pengolahan buah
am bekerja, para
suatu hak dan

ala yang di hadapi

pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti. adapun
yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini, 1 (satu) orang
Maneger PT. Surya Agrolika Reksa dan 30 (tiga puluh) orang karyawan

pabrik pada PT. Surya Agrolika Reksa yang terikat dengan perjanjian kerja

24
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waktu tidak tertentu (PKWTT), seluruh populasi responden guna untuk

mendapatkan data yang akurat dapat di lihat padatabel 1.3:

penelitian ini, data primer yaitu data yang di peroleh dari wawancara

atau Tanya jawab quisioner dengan pihak yang berkaitan dengan skripsi
ini, dalam hal ini Maneger PT. Surya Agrolika Reksa, Humas PT. Surya

Agrolika Reksa, Pekerja PT. Surya Agrolika Reksa.

25
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Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, literatur, jurnal, dan
juga di peroleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-

undangan dan juga pendapat para ahli yang berakitan dengan permasalahan

w&\ yjaan di Kecamatan Kuantan

. Q ‘ “"m-" kan agar dapat mengetahui
pendapat pars ang keefektifan dalam pelaksanaan
perjanjian kerja, permasalahan yang sedang terjadi serta upaya apa
yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya. Sebelum melakukan

wawancara, terlebih dahulu disusun beberapa pertanyaan yang

berfungs sebagai petunjuk yang sifatya fleksibel, kemudian

26



pertanyaan-pertanyaan selanjutnya disusun dari jawaban responden

dari pertanyaan sebelumnya.

3) Quisioner

aahan yang
:E kan alternative
-
"g ukan untuk menjaring
W .
- ian kerja waktu
2 o J J
E' = 13 Tahun 2003
& =
= 2
=)
B e
g g umen, internet, dan
7 =
T Data sekunder
-,
® 2
@ = g-Undang Nomor 13
[
@ = pulan data sekunder d
5 =
E dari Undang-Undang Nomor 13
o
=

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Bahan buku sekunder, yakni buku-buku yang berhubungan dengan
hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan, hasil penelitian

terdahulu, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

27
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- Bahan tersier, yaitu bahan hukum lainnya yang ada keterkaitannya

dengan masalah pokok yang memberikan informasi mengenai bahan

hukum premier dan sekunder diantaranya majalah, internet, dan

kesimpulan dari kaidah umum untuk mengetahui kaidah yang khusus dan
penarikan kesimpulan ini dilakukan penulis pada akhir pembahasan dalam

penelitianini.

28
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BAB 11

TINJAUAN UM UM

kenal pula adanya
kerja-sanksi-pidana

run dalam hal tidak

<o
of ““';&.ﬁ SS

modern yang di kenal pada de ang dimana-mana.

yaitu hubungan-kerja secara

Hubungan kerja adalah suatu istilah pengganti untuk hubungan
perburuhan. Tetapi, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang ketenagakerjaan, pada periode tahun 2000-an sudah mulai dikenal

29
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hubungan industrial. Hubungan industrial dimaksdukan sebagai penggantikan

istilah hubungan kerja dan hubungan perburuhan.

2. Hubungan yang terjadi antara seorang pemborong-pekerja dengan seorang

yang memborongkan pekerjaan. Hubungan ini terjadi setelah adanya
perjanjian-pemborongan-pekerjaan dimana pihak kesatu, pemborong-

pekerjaan, mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu, misalnya

30
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seperti mendirikan atau membongkar suatu bangunan, dengan imbalan
tertentu bagi pihak lainnya, yaitu memborongkan pekerjaan. Perjanjian

pemborongan pekerjaan ini diatur dalam KUHPerdata Buku I11 Bab 111 Bab

suatu perikatan
pat dikatakan sebagai

untuk melakukan

subjek serta objek dari perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur tentang pengertian perjanjian yaitu
“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu atau lebih lainnya.” Kalau kita telaah isi pasal 1313 KUHPerdata

31



tersebut Nampak bahwa kedudukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian ialah
seimbang tetapi jika didalam pengertian mengenai perjanjian kerja, pihak-pihak
yang akan melakukan perjanjian tidak dalam posisi yang sama dan seimbang,
sebab pihak. ke satu yakni. pekerja/buruh: mengikatkan dirinya untuk bekerja

dibawah perintah oang lain, yaitu sipemberi kerja (pengusaha).

Selanjutnya . dalam “sebuah perjanjian’ s pasal-pasal yang diperjanjikan
merupakan optimal law karena perjanjian itu akan mengikat bagi para pihak yang
setuju untuk mengadakan ataupun tidak mengadakan sesuatu. Suatu perjanjian
adalah hukum tambahan bagi mereka yang bersetuju atau berjanji. Tidak ada
satupun peraturan yang mengikat dari bentuk dan isi perjanjian, sebab dijamin
dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas ini tertuang pada pasa 1338
ayat (1) KUHPerdata dengan memperhatikan pasal 1320 KUHPerdata, dan pasal

1337 KUHPerdata.

Perjanjian kerja atau Arbeidsovereenkoms hakikatnya adalah suatu
perjanjian dibidang pekerjaan. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang
terjadi  antara buruh/pekerja’ dengan.. pemberi  kerja/lpengusaha yang
mencantumkan syarat kerja, hak serta kewajiban para pihak didalamnya. Dengan
demikian adanya hubungan kerja adalah setelah terjadinya perjanjian kerja.
Dimana pekerja menyampaikan kesanggupan untuk bekerja kepada majikan atau

pengusaha dengan imbalan menerima upah dan majikan/pengusaha juga

32



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan pekerjaan kepada buruh

dengan membayar upah. (Koesparmono & Armansyah, 2016)

g-Undang Nomor

tertulis atau lisan.

* . Syarat materiil diatur

e

anL

003, sedangkan syarat formil di

dalampa&alszu |
LA\

atur dalam pasa 54 Undang Tahun 2003.

Syarat materiil dari suatu perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pasa 52

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, “dibuat berdasarkan:

33
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a) Kesepakatan kedua belah pihak;

b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

¢) Adanyapel ang diperjanjikan;

Nama, jenis kelamin, umu mat pekerja/buruh;

d) Jabatan atau jenis pekerjaan;

€) Tempat pekerjaan;

f) Besarnyaupah dan cara pembayaran;

34
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g) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewagjiban pengusaha dan

pekerja/buruh;

o
Q
=
S

yaitu “perjanjian

| g |
kerja ti i ates persetujuan para
- &
pihak.”
7
ﬂ‘ i sifat memaksa
(dwang o sendiri keinginannya
&

piahk tetap yang terikat dalam hubungan kerjatetap harus tunduk pada ketentuan

hukum perdata.

Sebagai lex specialis dari perjanjian pada dasarnya, ketetapan didalam

KUHPerdata, mempunyai ciri sebagal berikut :

35
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a) Pekerjaan tidak boleh dianggap sebagai benda.

b) Ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat dibidang hukum perdata, dalam

Al terjadi sengketa.

para investor asing yang akan menanam sahamnya lebih menyukai system

kontrak kerja, sebab |ebih efisien serta memperkecil adanya perselisihan.

36
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C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Terhadap Pekerja

13 Tahun 2003

mum berdasarkan

kabupaten/kota.

Dalam menetapkan upah tersebut dilarang adanya deskriminasi
antara pekerja laki-laki serta perempuan, untuk suatu pekerjaan yang sama

nilainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun
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1957 (Lembaran Negara No.171 Tahun 1957). Dengan pengupahan yang

sama diberikan bagi pekerja laki-laki dan juga perempuan untuk pekerjaan

yang memiliki nilai yang sama, karena nilai pengupahan tidak dibedakan

c) Sudut pandang pemerintah, Pemerintah menganggap upah adal ah bagian

dari pemerataan pembangunan.

38



Selanjutnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Peupahan, dijelaskan bahwa kebijakan mengenai pengupahan ditujukan
untuk pencapaian penghasilan yang layak untuk pekerja. Penghasilan yang layak
sebagaimana.«dimaksud 'merupakan _jumlah penghasilan pekerja/buruh dari
pekerjaannya sehingga sanggup memenuhi kebutuhan hidup bagi sipekerja/buruh
serta keluarganya secara wajar., Padal pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan M enyebutkan “Penghasilan yang

layak sebagimana dimaksud diberikan dalam bentuk a. Upah; dan b. Non Upah”.

2. Kesdamatan kerja

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka kesehatan dan
keselamatan kerja sebagal bagian dari kesehatan masyarakat juga berkembang.
Berkembangnya K3 bukan sgja dari aspek akademis sgja, tetapi juga aspek
praktis. Akhirnya pada tahun 1970, ‘pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja. Dengan keluarnya undang-undang ini,
dapat dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja telah mengakomodasi
perkembangan kesehatan masyarakat industrialisasi, serta teknologi dalam

pembinaan norma-norma dan ettkadan keselamatan kerja.

3. Kesehatan Kerja

Sebuah ungkapan menerangkan bahwa “health is created in every day

live”, bahwa kesehatan itu dapat dibentuk atau dihasilkan dari kehidupan
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manusia seahari-hari. Kehidupan manusia berada didalam lingkungan hidup
manusia sehari-hari dari mulai sgjak lahir hingga meninggal dunia. Diusia
dewasa saat lepas dari pendidikan manusia banyak menghabiskan waktunya
didalam keluarga serta ditempat kerja..Oleh karena itu, lingkungan ditempat
kerja juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan
mempengaruhi  kesehatan- seseorang selain didalam keluarga Terlebih lagi
lingkungan yang memiliki resiko terhadap terjadinya penyakit serta kecelakaan
yang diakibat pekerjaan seperti pertambangan, pabrik-pabrik penghasil limbah
yang beresiko terganggunya kesehatan manusia, dan seterusnya. (Notoatmodijo,

2010, p. 111)

Dengan lahirnya kesehatan kerja ini_dimaksudkan sebagai perlindungan
bagi seorang buruh/pekerja terhadap eksploitasi tenaga buruh oleh majikan
seperti misalnya, untuk memperoleh tenaga pekerja yang murah, mempekerjakan
anak serta wanita untuk melakukan pekerjaan yang berat dan untuk waktu yang

tidak terbatas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun,1992 tentang kesehatan menyebutkan
secara khusus bahwa perusahaan wajiba memeriksa kesehatan badan, kondis
mental serta kemampuan fisik pekerja yang baru bekerja ataupun yang akan
dipindahkan ditempat kerja baru, yang sesuai dengan sifat pekerjaan yang
diberikan kepada pekerja, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebaliknya para pekerja juga wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan
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tepat dan benar. serta menataati semua syarat dari keselamatan dan kesehatan

kerja yang sudah diwajibkan. (Gajimu.com, 2019)

D. Tinjauan Tentang PT. Surya Agrolika Reksa

smigrasi  disekitar
eka tidak mampu

anajemen Adimulia

Pengelolaan K ebun Pada M asa Panen
Setelah kebun plasma selesai dibangun dan telah masuk pada masa

Tanaman Menghasilkan (TM) seluruh pekerjaan panen maupun pemeliharaan
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tanaman diserahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun perusahaan Inti

tetap memegang kendali kebijaksanaan pengel olaan kebun plasmadalam hal :

tanaman.

Menghitung taksiran biaya umum/administrasi.

Menetapkan besarnya potongan hutang.
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3.

0 Mengetahui gambaran besarnya sisa hasil usaha yang akan dibagikan

kepada petani peserta.

Hutang Kredit

0 Hutang 2 Badan Usaha Koperasi.
o0  Pinjaman lainnya.
Pembagian Sisa Hasil Usaha dari koperasi kepada petani peserta sepenuhnya

menjadi hak dan kewenangan koperasi.
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Program Sosial.

Sebagal tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap lingkungan

sekitar perusahaan telah melaksanakan program Community Development

m2.
b.1 Unit Rumah dokter type ganda ukuran 200 m2.
¢.1 Unit Rumah perawat type ganda ukuran 100 m2.

d.1 Unit Mushollah ukuran 50 m2.
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6.

e.2 Unit Sumur bor lengakap dengan menara air.
f. 1 Unit Incenerator pembakaran limbah medis ukuran 9 m2

Prestasi Usaha

scluas 7.263 ha dan

kebutuhan hidupnya dan memacu pertumbuhan ekonomi diwilayah
Kecamatan Singingi Hilir. (data terlampir).

e. Pembangunan 1 unit Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan kapasitas 60
ton/jam mampu untuk menampung seluruh hasil produksi kebun Inti dan

Plasma.
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Selain itu PMKS Sel Basau juga menampung produksi TBS dari petani
non peserta KKPA dari semua desa disekitar perusahaan dan dari luar

kecamatan Singingi Hilir bahkan  dari luar Kabupaten Kuantan

merasa terpanggil untuk mengembangkan usaha melaui pembangunan kebun

kelapa sawit pola kemitraan Inti-Plasma di desa-desa non transmigrasi.
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PT. Surya Agrolika Reksa berkomitmen untuk mengembangkan

kerjasama kemitraan dengan perioritas dalam wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi terlebih dahulu.

DI disay yepepe fur udwnyo(

2. TataCaraPeroler
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Masyarakat yang te pun dalam wadah lembaga koperas
menyerahkan tanah kepada PT. Surya Agrolika Reksa tanpa adanya ganti rugi
serta kompensasi dalam bentuk apapun baik tanah yang berstatus milik

pribadi maupun tanah ulayat.
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3. Pembangunan Kebun.
Pelaksanaan pembangunan kebun Inti dan kebun Plasma dalam satu

desa dilaksanakan secara bersamaan. Tidak ada perbedaan mutu dan

4.

Surya Agrolika
dimasing—masing
am desa tersebut

dan kebun plasma
Catatan khusus pada a Sei Paku, Kotobaru, Petai,
Kebun Lado dan Muara Lembu) :

A. Bahwa sebagian dari lahan yang diserahkan oleh masyarakat berstatus tanah
ulayat. Ketika tanaman telah masuk masa berproduksi dan mendapatkan hasil

pengelolaan kebun sepenuhnya tetap dilaksanakan oleh PT. Surya Agrolika Reksa.
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Kepada petani peserta akan diberikan sisa hasil usaha (nama petani yang disahkan

oleh Bupati Kuantan Singingi).
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BAB |11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada PT. Surya
Agrolika Reksa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan Di K abupaten Kuantang Singingi.

Perjanjian kerja yang merupakan suatu dasar dari terbetuknya hubungan
kerja yang sah jika memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian serta
asas-asas hukum perikatan. (Wijayanti, 2014, p. 45) Para pihak bisa membuat
perjanjian apapun, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan - serta ketertiban umum. Dalam hukum perburuhan pembatasan
terhadap kebebasan itu bermakna amat penting, sebab didalam pembatasan inilah
terletak perlindungan hukum untuk buruh..Pembatasan waktu kerja, pembatasan
minimum upah, pembatasan jenis pekerjaan dan waktu kerja bagi wanita,
merupakan wujud perlindungan untuk buruh. (R Budiono, 2011, p. 38) Perjanjian
kerja dapat dibuat secara tertulis maupun tidak terlulis , perjanjian kerja secara
tertulis persyaratannya harus dilkukan sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang bentuk
pelaksaan perjanjian kerja antara karyawan dengan Perusahaan Surya Agrolika

Reksa, Bapak Idris Hasan, S.E, menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dibuat

50



oleh pihak perusahaan dengan karyawan didasarkan atas kesepakatan kedua
belah pihak. Bentuk perjanjian antara karyawan dan perusahaan tidak semua
dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan

karyawan dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tertulis.

Perjanjian kerja baik yang dibuat secara lisan maupun tulisan tidak akan
menimbulkan permasalahan” dalam pelaksanaannya karena dalan pembuatan
perjanjian didasarkan kesepakatan dari para pihak sehingga masing-masing pihak
yang melakukan perjanjian kerja sudah mengetahui hak serta kewajibannya
Mereka juga menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (pekerja

tetap) dan juga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pekerja kontrak).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
K etenagakerjaan ada dua bentuk perjanjian yaitu secaralisan dan tertulis. Dalam
membuat perjanjian kerja pengusaha-mempunyal pilihan bentuk perjanjian kerja
baik dalam bentuk lisan maupun tertulis asalkan tidak bertentangan dengan
peraturan yang telah ada, sebaiknya perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tulisan
agar dapat dijadikan bukti apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan
pekerjaan.Berdasarkan jawaban yang penulis dapatkan dari Humas dari PT Surya
Agrolika Reksa dinyatakan bahwa perjanjian kerja antara perusahaan dengan
karyawan secara tertulis. Dapat dilihat berdasarkan data yang penulis dapatkan

dilapangan, penulis sgjikan dalam bentuk tabel 111.1:
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TABEL.111.1

Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Kerja pada PT. Surya

Agrolika Reksa

perjanjian kerjaantara PT Surya Agrolika Reksa disebutkan bahwa, masa berlaku
kesepakatan kerja setelah berakhirnya masa training atau percobaan secara
otomatis karyawan menjadi karyawan tetap. Hanya saja dalam penelitian penulis
menemukan bahwa karyawan mengeluhkan tentang lambatnya proses

pengankatan karyawan setelah masa training berakhir.
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Daam melakukan perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan pasal 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan yang

menyebutkan bahwa perjanjian kerjadibuat atas dasar.

*“
r

JJJJJ

NaNENAN:

s lebih menjamin

ibuat secara tertulis

Jabatan atau jenis pekerjaan

d. Tempat pekerjaan

e. Besarnyaupah dan cara pembayarannya
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f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewagjiban pengusaha dan

pekerja/buruh.
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@ ‘namun ada kemungkinan
perjanjian 'ﬂ' siiai kebijaksanaan dari pihak
perusahaan atal an waktu tertentu, apabila

kerugian sebesar selama ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Didalam
perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak boleh ada unsur atau masa percobaan

yang diberitahukan secara tertulis.
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Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu dapat dibuat secara

tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dibuat untuk lebih menjamin serta menjaga

masal ah-masal ah yang tidak diinginkan pada saat berakhirnya perjanjian kerja.
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B. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu Pada Perusahaan Pt. Surya Agrolika Reksa Di Desa Beringin Jaya,

Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi

pengerjaannya, kondisi tempat kerja dan lingkungan serta tata cara

mel akukan kerja.

b. Norma kesehatan kerja dan heigiene pada perusahaan mencakup

pemeliharaan kesehatan pekerja.
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c. Norma kerja mencakup perlindungan terhadap pekerja yang berhubungan
dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, pekerja wanita,

anak, melakukan ibadah serta kewgjiban sosial dimasyarakat.

d. Kepada pekerja yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit akibat
pekerjaan, berhak secara penuh untuk mendapat ganti rugi perawatan..

(Kartasapoetra G & ldraningsih, 1982, pp.43-44)

Perlindungan kesehatan yang dimaksud ialah untuk meningkatkan
produktivitas para pekerja agar bisa melaksanakan tugasnya semaksimal
mungkin,.ini merupakan upaya kesehatan pada bidang penyembuhan (kuratif).
Upaya ini membutuhkan biaya yang lumayan banyak maka semestinya

diupayakan melalui program jaminan sosial tenagakerja.

Berdasarkan hasil .wawancara dengan responden tentang perlindungan
hukum terhadap kesehatan antara karyawan dengan PT Surya Agrolika Reksa,
Bapak Idris Hasan, S.E, Menjelasakan bahwa perusahaan memberikan
perlindungan terhadap kesehatan karywan dengan memebiayai pengobatan
apabila karyawan yang bekerja diperusahaan mengalami sakit. Perusahaan juga
mendaftarkan karyawan dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial).

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis sebarkan kepada responden

pekerja di PT Surya Agrolika Reksa tentang bentuk perlindungan hukum
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kesehatan yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan seperti yang

dapat dilihat padatabel 111.2 berikut :

TABEL.111.2

besar menjawab belum terpenuhi karena terdapat fasilitas yang tidak mereka
dapatkan dari perusahaan, yaitu kurangnya safety (sepatu banyak yang tidak ada).
Jika ditelaah kembali, sepatu yang memang khusus untuk pekerja pabrik
sangatlah dibutuhkan. Mengingat pabrik merupakan areal yang berbahaya, mesin

atau aat-alat banyak yang tidak dapat langsung disentuh oleh tangan, atau areal
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lantai yang panas karena mesin tersebut. Sehingga dibutuhkan fasilitas safety

yang lengkap

Vlaret 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan
perlindungan kesehatan terhadap karyawannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku. PT. Surya Agrolika Reksa memberikan pelayanan kesehatan kepada
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karyawan namun karena perusahaan tersebut bekerja sama dengan salah satu
Rumah sakit yang berada di Pekanbaru, sehingga ketika terjadi kecelakaan kecil
sangatlah membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh perjalanan, oleh
karena itu banyak Karyawan.yang mengeluh dan merasa keberatan, itulah yang
menjadi penyebab banyaknya karyawan yang tidek merasakan pelayanan
kesehatan dan hal tersebut dinilai: Kurang,bark sehingga mereka menyarankan
untuk PT tersebut bekerja sama dengan klinik atatl rumah sakit terdekat ataupun
memilikiklinik khusus untuk karyawan di dalam PT tersebut. Dari data
responden yang penulis dapatkan, terbukti bahwa Klinik Kesehatan memang
tersedia, namun hal yang paling fatal adalah perusahaan tidak menyediakan
pelayanan kesahatan yang baik, tidak adanya tenaga medis yang bertugas,
bahkan obat-obata dalam kotak P3K sering sekali kosong. Hal ini menyebabkan
minimnya pertolongan~pertama bagi karyawan yang-mengalami kecelakaan
kerja, mengingat lokasi pabrik yang sangat jauh dari Rumah Sakit, bahkan untuk

mencapa Klinik atau Puskesmas saja membutuhkan waktu yang cukup lama.

PT. Surya Agrolika Reksa dianggap melalaikan keselamatan kerja
karyawan berupa tindakan pertolongan pertama bagi resiko kecelakaan kerja
Meskipun tersedianya Klinik Kesehatan, jika tidak dibarengi dengan adanya
petugas kesehatan dan obat-obatan yang lengkap akan sangat disayangkan dan

dianggap percuma.
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Penulis juga mendata karyawan mengenai pemberian aat pengaman oleh
perusahaan guna menghindari resiko tinggi terhadap kerja, berikut penulis

memaparkan data dalam bentuk tabel 111.4:

=

LA
~
w
&
-

S|

Tentang

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

b. Ketentuan mengenai penerapan sistem menjamin kesehatan dan kesehatan

kerja sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan

pemerintah.”
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Berkaitan dengan hal tersebut Imam Soepomo membagi perlindungan menjadi 3

(tiga) macam yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, merupakan segenis perlindugan yang berhubungan

g

bungan dengan

mengenyam dan

ALANAY
ATARNY

+ A

a—

bukanlah hal yang q Q St @'," yebabnya adalah karena tingkat
e

pendidikan karyawan perusal endah, sehingga minimnya pengetahuan

terhadap keselamatan kerja itu sedniri, terutama karyawan yang berhubungan

langsung dengan dat-alat kerja yang berbahaya. Adapun ha yang harus

dilakukan dalam penerapan safety yang berkel anjutan adal ah:
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a Safety Talk sebagai bentuk sosialisasi terhadap penggunaan alat
keamanan dalam melakukan pekerjaan dan tentang cara aman bekerja. Seperti,

penyampaian pesan-pesan penting 5-10 menit sebelum pekerjaan dimulai.

Daata Sheet) yang

ara melaminating

2%N%N

AR

2
2
-
Q
o
=
g
QD

dengan cara membuat laporan bulanan mengena apa-apa sgja yang dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti terdapat alat kerja yang hapir rusak

dan akan menimbulkan masalah. Dengan dibuatnya laporan nearmiss, maka
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dapat diantisipasi sebelumnya sehingga mengurangi resiko yang hampir celaka

tersebut.

4. Sepatu pelindung

5. Masker

6. Penutup telinga (Plug)

7. Kaca mata pengaman (Googles)
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8. Sarung tangan

9. Pelindung wajah

10. Pakaian pelindung

Beruntung penulis meneliti dibagian yang taraf pendidikannya menengah.
Para karyawan sangat -paham betul akan keselamatan kerja dan perlunya
penggunaan alat pengaman dalam bekerja. Seharusnya perusahaan telah
menyediakan persediaan alat keselamatan kerja yang cukup, namun dalam
penerapannya penulis menemukan bahwa karyawan yang mengeluh karena
kurang tanggapnya perusahaan memberikan safety. terhadap karyawan. Keluhan
terbanyak yang penulis dapatkan adalah tidak tersedianya sepatu safety yang
digunakan untuk bekerja. Pentingnya Sepatu safety adalah untuk melindungi
pekerja dar benda tgjam dan berbahaya, mencegah kecelakaan kerja yang fatal,
membuat perlindungan terhadap benda panas, melindungi dari cairan kimia yang

berbahaya, membuat pekerjatidak terpeleset dan masih banyak lagi.

Sehingga penulis menyayangkan karena perusahaan mengabaikan hal-hal
yang dianggap ringan namun dalam penerapannya justru sangat penting,
mengingat kondisi dari pabrik yang tidak memungkinkan para karyawan untuk

menggunakan sepatu biasa atau menggunakan sepatu yang sudah tak layak pakai.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan tidak boleh hanya

terfokus pada nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja.
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Namun juga diminta untuk fokus kepada aspek finansial, aspek sosia dan

lingkungan, termasuk didalamnya adalah mengenai keselamatan dan keamanan

karyawan dalam bekerja. (Armandanu, 2016)

an KerjaDari PT.

Persentase

1 94%
2 | Tidak Lengkap 2 6%
Jumlah 30 100%

Sumber data: Data L apangan Setelah Diolah Maret 2019
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PT. Agrolika Reksa juga menyediakan peralatan kerja yang lengkap agar
produksi pabrik dapat berjalan dengan maksimal. Adapun peralatan yang

disediakan oleh perusahaan adalah :

h. Air Compressor.

i. Gauge (aat ukur).

j. Capstan, bollard, indexer, jentolak.
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k. Hydraulic system.

4. Bantingan / Thresing

7
6
/

g
%

9. Boiler

10. Kerndl

11. Water

12. Laboratorium
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PT. Surya Agrolika Reksa menjamin kualitas daripada peraatan
diperuntukan agar mempermudah seluruh kegiatan produksi pabrik. Setelah
penulis melakukan penelitian lebih dalam dan mendapatkan informasi lebih
banyak mengenal kelengkapan peral atan kerja, Bapak....memberikan keterangan
bahwa dalam melengkapi peralatan kerja, perusahaan tidak bisa langsung
membeli alat atau mesin_begitu saja. Mesin, yang telah dibeli haruslah mengurus
perizinannya dan harus terdaftar. Karena umumnya mesin pabrik adalah barang
impor yang digunakan untuk menunjang jalannya produksi. Secara langsung
perusahaan adalah pengimpor produsen. Mesin yang telah dibeli memiliki
tenggang waktu minimal pergantian. Sebelum tenggang waktu yang telah
ditentukan.mesin belum dapat diganti. Itulah penyebabnya perusahaan harus
menjamin kualites dari peralatan kerja tersebut. Dan mesin mesin tersebut juga
tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan sebelum waktu yang di

tetapkan dan harus mendapatkan perizinan dari Dirktorat Jenderal Impor.

Dalam peraturan kerja bahkan dalam perjanjian kerja, biasanya mengatur
ketentuan mengenal jam Kkerja setigp karyawan. Setiap karyawan harus menaéti
peraturan kerja yang mengatur mengenal jam masuk kerja dan juga jam pulang
kerja bagi karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang
pengaturan jam kerja antara karyawan dengan PT. Surya Argolika Reksa di
Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Idris Hasan S.E, menjelaskan bahwa

karyawan yang bekerja dibagian operasional perusahaan bekerja selama 7 (tujuh)
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jam yang memakai sistem shift dan waktu untuk beristirahat bagi karyawan

perusahaan diberikan selama 1 (satu) jam. Berikut hasil quisiner yng di berikan

kepada responden

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang K etenagakerjaan menyebutkan bahwa:

1. “Setiap pengusahawajib melakukan ketentuan waktu kerja

2. Waku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi
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a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)

minggu untuk 6 (enam) hari kerjadalam 1 (satu) minggu atau

penulis jabarkan

bagai berikut;

Yang diberikan

Persentase

100%

Jumlah 30 100%

Sumber data: Data L apangan Setelah Diolah Maret 2019

Setelah penulis melakukan wawancara kembali oleh Bapak Idris Hasan,

S.E, beliau menyampaikan bahwa dalam undang-undang telah tertera ketentuan
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waktu bekerja dalam sehari yakni 7 (tujuh) jam perhari dan bekerja 6 (enam) hari
dalam seminggu. Namun undang-undang tidak menjelaskan tentang pemberian
waktu istirahat kepada para karyawan. Sehingga perusahaan memutuskan untuk
menambah jam bekerja karyawan dengan anggapan dapat memberikan waktu

istirahat kepada para karyawan.

Meskipun tidak tertutis dalam perjanjian,awal aturan jam bekerja dapat
diterima oleh para karyawan tanpa adanya paksaan dari pihak perusahaan.
Setelah penulis meneliti lebih detail terhadap data-data yang penulis dapatkan,
memang benar tidak tertera dalam undang-undang sekalipun tentang pemberian
waktu istirahat terhadap karyawan, bukan hanya dalam undang-undang dan
perjanjian awal, dalam perjanjian kerja bersamapun tidak tertera mengena waktu

istirahat untuk karyawan.

Penulis menduga bahwa “perusahaan telah melanggar ketentuan dari
Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena seluruh responden berpendapat bahwa
selama ini telah bekerja lebih dari 7 (tujuh) jam dalam satu hari tanpa adanya
kejelasan jam tambahan tersebut adalah jam lembur atau bukan. Dari penjelasan
Bapak... telah jelas bahwa bertambahnya waktu bekerja pada PT. Surya Argolika
Reksa bukanlah melanggar ketentuan Undang-Undang K etenagakerjaan maupun
dimasukkan kedalam jam lembur. Melainkan waktu untuk  istirahat bagi
karyawvan. Dalam hasil penelitian selanjutnya penulis mendapatkan hasi

responden mengenai jam lembur, seperti dalam tabel 111.V 111 berikut:
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Tabel 111.8

Jawaban Responden Tentang Jam L embur

un 2003 Tentang

mempekerjakan

Perusahaan yang mempekerjaan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur

berkewajiban untuk:

a. Membayar upah kerjalembur

b. Memberikan kesempatan istirahat secukupnya
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c. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat
ratus) kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.

(Wijayanti, 2014, p. 37)

Dalam hasil' quisioner yang penulis dapatkan dari. para karyawan PT.
Surya Agrolika Reksa, hampir seluruh responden melaksanakan lembur lebih dari
1 (satu) jam, dan herdasarkan survey lapangan penulis-mengetahui bahwa
karyawan yang telah melakukan jam lembur lebih dari 1 (satu) memang bukan
berasal dari bagian yang sama, namun secara umum karyawan tersebut
merupakan pekerja dibagian alat berat. Sedangkan karyawan yang mendapat
waktu lembur hanya 1 (satu) jam sgja bukan berasal dari bagian aat berat

(teknisi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tentang pengaturan jam
kerja melebihi jam kerja (lembur) antara karyawan dengan PT Surya Agrolika
Reksa, Bapak Idris Hasan, S.E, menjelaskan bahwa upah lembur tersebut akan
diberikan perusahaan disaat pekerja telah melakukan lembur kerja. Juga beliau
menjelaskan tentang pembagian waktu lembur yang dianggap tidak sama atau
merata, karena dalam PT. Surya Agrolika Reksa terbagi menjadi beberapa bagian
yang mengharuskan pekerjanya melakukan kegiatan dibagian yang berbeda,
dalam kata lain antara karyawan satu dengan karyawan lainnya tidak memiliki
pekerjaan yang sama. Masih ada pengelompokkan sesuai dengan keahliannya

masing-masing. Sehingga dalam pemberian waktu lemburpun tidak akan bisa
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disamakan, seperti karyawan yang menangani mesin atau aat berat membutuhkan
waktu lebih lama dibandingkan karyawan yang menangani bagian Klarifikasi
ataupun bagian laboratorium. Dalam pelaksanaannya mau tidak mau karyawan
harus bisa menerima karena_pekerjaan.tersebut. merupakan tanggung jawab

karyawan tersebut karena dianggap sesuai dengan keahliannya.

Meskipun keluhan-berasal |angsung’deri .karyawan PT. Surya Agrolika
Reksa penulis menganggap bahwa ini merupakan kel alaian daripada karyawan itu
sendiri yang tidak membaca dengan teliti perjanjian awal dari perusahaan. Juga
tidak memahami dengan baik apa-apa saja bagian dari pekerjaan yang akan
ditanggungnya (karyawan). Penulis membenarkan bahwa karyawan telah
diseleksi sesuai dengan keahliannya masing-masing, dan seharusnya para pekerja
harus memahami baik-baik tentang apa yang akan ditanggungnya saat bekerja
kelak. Mengingat perusahaan- telah -mendeksripsikan pekerjaan sesuai dengan

bagian keahlian para karyawan tersebut.

Didalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Surya Agrolika Reksa tertera hal
mengenai pembebasan dari_keawjiban bekerja. Didalam Perjanjian Kerja Bersama

tersebut terdapat 6 (enam) pembagian yakni:

1. Istirahat Mingguan dan Hari Libur.

Setelah bekerja menurut hari yang telah ditetapkan maka pekerja berhak

atas istirahat mingguan selama 1 (satu) hari, yang umumnya jatuh pada hari
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Minggu atau sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh perusahaan serta hari

libur resmi yang ditetapakan pemerintah.

Kecuali pekerja
us di setujui oleh

elampirkan surat

cuti-cuti pada umumnya, Cuti Panjang haruslah mendapat persetujuan dari
perusahaan dengan melampirkan surat Permohonan Cuti Panjang 2 (dua) minggu
sebelumnya. Apabila selama 1 (satu) tahun dari waktu berlakunya cuti tersebut

tidak digunakan, maka akan dianggap hangus.
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4. Cuti Hamil, Cuti Melahirkan / Gugur Kandungan

Bagi pekerja wanita yang sedang hamil anak pertama, anak kedua dan

c. Istri melahirkan selama 2 (dua) hari kerja

d. Khitanan / Membaptis anak selama 2 (dua) hari kerja
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e. Kematian orang tua/mertua/saudaralistri/suami/anak selama 2 (dua) hari

kerja
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TABEL.111.9

perusahaan kepada karyawan, seperti yang terlihat dalam tabel 111.10:
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Tabel 111.10

Jawaban Responden Tentang Upah Karyawan PT. Surya Agrolika Reksa

bahwa perusahaan telah memberikan upah karyawan sesuai dengan Upah

Minimum Kabupaten (UMK) dan telah disetujui oleh para Karyawan terbukti

dengan ditanda tanganinya perjanjian awal. Perusahaan sudah melakukan
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tanggung jawab kepada karyawan dengan membayar upah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang yang berlaku.

Meskipun dalam hasil quisioner terdapat satu karyawan yang menganggap
upah yang.di dapat belum sesuai, sehingga terjadi sedikit kesalahpahaman antar
pekerja dan perusahaan. Dimana pekerja mengganggap upah belum sesuai karena
resiko pekerjaan yang:dilakukan lebih tinggi- daripada pekerjaan lain, setelah
penulis medata kembali karyawan tersebut merupakan bagian Tippler. Namun
setelah penulis mencari artikel tentang Tippler, Tippler merupakan alat yang
digunakan dalam proses penuangan buah yang telah direbus dalam lori untuk
diproses di- Thresher Drum. Cara menggunakan Tippler yaiu dengan memutar |ori
yang akan menuangkan buah tersebut. Alat ini biasa digunakan sebagai pengganti
Hoist crane (Scribd, 2017). Karena penggunaan Tippler dianggap jauh lebih
efesien dari ~segi maintanance-nya-berbiaya lebih ringan. Sehingga jumlah
karyawan yang dibutuhkan tidak sebanyak pada bagian lain, yang menjadi
kendala adalah® penggunaan Tippler adalah kapsitasnya lebih kecil jika

dibandingkan dengan hoist crane.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa ha ini  merupakan
kesalahpahaman antara satu karyawan dengan perusahaan, yang mana sejak
perjanjian awal seharusnya karyawan tersebut sudah menyetujui jumlah upah
yang akan didapatnya. Kemudian kesalahan fatal dari calon karyawan sebelum

menandatangani perjanjian adalah tidak membaca dengan teliti seluruh isi
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perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Penulis menemukan adanya
keterangan yang menjelaskan adanya kejelasan mengenai upah lembur. Dalam

BAB. IV Perjanjian Kerja Bersama mengenai Hari Kerja, Jam Kerjadan Lembur,

pah Lembur diatur sesuai

| upah se-jam ¢ tign jam kerja lembur

AN NN

-

lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah se-jam, jam
keenam dibayar 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur ketujuh dan

seterusnya dibayar 4 (empat) kali upah se-jam.

82



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV

PENUTUP

es pengangkatan
erja bersama juga
enjadi karyawan
ya sering sekali

lamanya proses

Safety yang sangat dibutuhkan oleh karyawan dalam melaksanakan kewajibanya

di PT. Surya Agrolika Reksa.
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B. Saran

Dari seluruh permasalahan yang terjadi antara karyawan dan PT. Surya

Agrolika Reksa penulis bembagi saran menjadi akni untuk pihak Pt. Surya

" 2MC A ; C
waktu lem ‘ﬁ engangkaten kerja, dan lain
sebagainya gw u;.-ﬂ;& 3 njian kerja maka
¥

perusahaan  he - s ] V3 agal bentuk tanggung

perusahaan wajib memenuhi ketersediaan alat pengaman kerja tersebut, agar

terciptanya suasana kerja yang aman dan terhindar dari resiko kecelakaan kerja.
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